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PERATURAN GUBERNUR SULAWEST TENGAH
~_.NOMOR; 06 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK)
' PROVINSI SU!.AWESI TENGAH TAHUN 2010-2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o ,Gusr:nuun suuwr:'s: TENGAI-I, :

Menimbang = 'a bahwa guna mewu]udkan kehldupan berbangsa dan
T - bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan sesual
- "‘dengan tuntutan reformasi perlu.adanya transparansi
- ‘dan akuntabliitas sebagaimana - diamanatkan dalam -
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
. . Percepatan Pemberantasan Korupsl; .
_b.. bahwa dalam rangka.  percepatan pemberantasan
-7 korupst di daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan -
tanggung jawab semua: pihak dan Pemerintah Daerah
perlu. menyusun dokumen rencana aksi sebagai langkah.
' . pencegahan dan tindakan dalam bentuk peraturan -
gubemur  sebagal  Instrumen - hukum . dalam
.. pelaksanaannya;. R T
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
~ dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
*-. Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan - Korupsi - (RAD-PI() Provins: Sulawesr
.TengahTahun 2010-2012 ' .

- Mengingat 1. Undang-Undang Noror 13 Tahun 1964 tentang
. T _ Perietapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-
" Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawes} Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tenggara -dengan mengubah  Undang-
- Undang Nomor 47  Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara— Tengah



‘dan - Daerah “ Tingkat . I’ Sulawesi Utara -~ Tenggara
(Lembaran Negara - Republik ‘Indonesia ‘Tahun "1964
_Nomor 7) ‘menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara -
Republik Indonesla Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan

.-~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 - tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas datri
Korupsi, -Kelusi dan - Nepotisme (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomior 75, Tambahan |
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

‘3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun -2003 tentang
Keuvangan = Negara (Lembaran = Negara “Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

: Negara Republik Indonésia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 . tentang
~ Pemerintahan . Daerah . (Lembaran ‘Negara - Republik
Indonesla  Tahun 2004 Nomor 125, . Tambahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia "‘Nomor 4437)
. sebagaimana telah diubah terakhir” dengan Undang-
- Undang. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan .-
' Kedua atas’ Undang-Undang: Nomor 32 ‘Tahun 2004
- . tentang " Pemerintahan Daerah (Lembaran - Negara
- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan -

_ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah ‘Nomor- 6 “Tahun 1988 tentang

- Koordinasi - Kegiatan - Instansi = Vertikal . di Daerah
(Lembaran Negara Republik ' Indonesia Tahun 1988

-~ Nomor. 10, ' Tambahan Lembaran ‘Negara ' Republik
-Indonesia Nomor 3373); . - e ‘

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Terigah Nomor 02

Tahun 2008 tentang ' Urusan Pemerintahan’ Daerah -
- Provinsi- (Lembaran’ Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
‘Tahun 2008 Nomor 2); -~ -~ - . . o

o MEMUTUSKAN D B _
'Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG 'RENCANA. AKSI
_ : - DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI_. {RAD-PK)
PROVINSI SULAWESI_-TENGAH TAHUN 2010-2012.
| | Pasaly . .
_ Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : .
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. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah ; :

. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagan unsur

penyelenggara pemerintahan daerah. .

. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. = . - ‘

. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi, sefanjutnya singkat: RAD-PK:
adalah Rencana Aksi ‘Daerah Pemberantasan Korupsu Provmsn Sulawesi

" Tengah Tahun 2010-2012. -

. Kabupaten/Kota adatah Kabupaten/Kota Se Sulawesa Tengah

. Gatuan Kerja Perangkat Daerah, sefanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Ilngkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi

" Tengah. . : _ .

N N

th

Pasal 2

(1 RAD-PK merupakan dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi
yang berisi langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang menjadi
" pedoman bagi pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mempercepat
perbalkan/ penyempurnaan kebijakan - dan/fatau. . kelembagaan untuk
. mewujudkan pelayanan pubhk yang bers;h dan bebas darl korupsi di
. provinsl tahun 2010-2012. .
- '(2) Dalam tahap awal RAD—PK sebaga:mana dimaksud pada ayat 1L
dlprlorltaskan pada bldang pendidlkan dan kesehatan o

. - Pasal3
' (1) Maten RAD-PK dlsusun dengan slstematika sebagai berikut

“BAB I  : PENDAHULUAN.

BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN. ' _

BAB III : RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI

'PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 - 2012. :

2 BABIV : PENUTUP.

~ (2) Materi RAD-PK sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tercantum dalam
' Lampiran dan merupakan bagian yang tidak. terplsahkan dengan Peraturan
Gubemur inl. . , .

-Pasat 4

(1) “Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-PK dlbentuk Tim Koordlnasl
Monitoring dan Evaluasi RAD-PK.

__(2) Tim Koordunas;, Momtoring dan Evaluasl RAD- PK sebagaimana dlmaksud
' padaayat (1) terdiriatas : -
Ketua . Inspektur Inspektorat Daerah

Ca
b. Wakil Ketua - : Kepala Bappeda :
c. Sekretaris "t Kepala Dinas Pendidlkan Daerah
d. Wakil Sekretaris . : Kepala Dinas Kesehatan Daerah
- &, Anggota meliputi : _

1. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah
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. Unsur Dmas Pendldlkan Daerah
< Unsur Dinas Kesehatan Daerah
. Unsur Bappeda - , 7
- Unsur Inspektorat Daerah - - o
. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah UNDATA
..Unsur Rurah Sakit Daerah MADANI
. Unsur Perguruan Tinggi
. Unsur LSM . ' T
3 Untuk mendukung tugas Tim Koordmasn, Momtoring dan Evaluasi RAD-PK
dibentuk Sekretariat Tim.

} '(4) Ketentuan. Iebih Ianjut mengena} keanggotaan dan tugas Tlrn dan
Sekretariat Tim Koordinasi, Monitonng dan Evaluasi RAD PK ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur , :

wwﬁmmﬁﬁm.

T ' : Pasals L
Peraturan Gubernur ini mulaf berlaku pada tangga! diundangkan

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan_'-_f
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provlnsa Sulawesl
Tengah ' _ R S - L
- Ditetapkan di Paln
pada tanggal 22 Pebruarl 2010

.GUBlERNUR SULAWEST TENGAH,‘- o
I . B. PALIUDIU
Diundangkan di 'Palu
- pada tanggal 22 Pebruari 2010
| KEPALA BIRO HUKUM

KASMAN LASSA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWEST TENGAH TAHUN 2010 NOMOR:84 -
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LAMPIRAN  : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- NOMOR :": .06 TAHUN 2010 ..
' TANGGAL 1 22 PEBRUARI 2010

' RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD—PK)

PROVINSI SULAWEST TENGAH TAHUN 2010-2012
PENDAHULUA_N

Meskapun korupsn di Indonesla masih menjad: masalah yang sangat_'
serius, berbagai !angkah pentlng telah dliakukan selama satu dekade sejak

4 Indonesia mengalaml transisi menuju  negara yang demokratis
' Pembentukan Kom|su Pemberantasan Korupsi’ (KPK), mlsalnya adalah salah .~
? satu tiang pancang digeiarnya keserlusan pemerintah dalam memberantas

korupss Komisi yang dibentuk pada tahun 2003 setldaknya seIama {ima

N ,tahun terakhir telah berhasil membangun reputasl yang kuat dan.

memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat yang tmggl Pada tahun 2004, | _

" Presiden” Susnlo Bambang Yudhoyono memuian pemenntahannya di atas'_'
‘fandasan - kemauan memberantas korupsl yang kuat dan dalam waktu
-'singkat mengeluarkan Instruk5| Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang
' 'menglnstruksskan langkah yang harus daambll oleh’ jajaran eksekutlf untuk '
mempercepat pemberantasan korups: B

Sebagan trndak IanJut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004
Nomor ‘ o 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi telah disd'sun Rencana Aksi Nasional Pemberanta_san Korupsi (RAN-

'PK). 2004-2009, yang dalam belaksanaannya melibatian berb'agar
'stakeho/dem yang terkalt Apa yang terl:uang cll dalam Inpres Nomor 5

Tahun 2004 membenkan |mplikasi bahwa Kita. semua mempunyal ’anggung _
jawab bersama untuk melaksanakan RAN—PK secara konsisten dan
konsekuen serta -yang terpentmg adalah masyarakat benar-benar.'

' memperoleh manfaat dari pelaksanaan rencana aksl tersebut. -
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_ Dokumen RAN- PK bersufat “Arvlng documenf" yang mengakomodasi'
penambahan fokus- -fokus. kegfatan lain yang ‘berasal darl seluruh pihak yang -
'berkepentmgan (’sta/(eholders) untuk mendukung upaya pemberantasan

korupsi. Analisa kebutuhan dilakukan berdasarkan _proses monitoring dan |

evaiuasi, yang dllakukan secara triwulan, semester dan tahunan.

Untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan RAN—PK selatn dimstruks;kan- o

oleh Presnden dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 RAN-PK dlintegraslkan ke
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN) 2004-
_2009 yang dltuangkan daiam Peraturan Preslden Nomor 7 Tahun 2005' '

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasronal Tahun 2004~

2009, dan dalam Rencana Kerja Pemerintah setlap tahun untuk kemudian_ '_ _
menjadl acuan bagl pemenntah daerah dalam menyusun perencanaaan

_jangka menengah maupun tahunan Dengan dem:kian pelaksanaan RAN—
PK menJadl tanggungjawab semua mstansu/lembaga/pemerlntah daerah _

' Provunsn/Kabupaten/Kota sesuai dengan Ilngkup tugasnya masing-masmg

Untuk mendorong percepatan pemberantasan korupsa dI daerah dokumen'.
'RAN-PK dlsosialnsa5|kan ke daerah-daerah Selanjutnya pemerlntah daerah

| dengan komltmen yang tinggt merumuskannya ke dalam suatu Rencana |
- Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD—PK) yang secara ‘subtantif
~ berlsi fangkah Iangkah/upaya kongkrit yang akan dilakukan oleh pemangku _
kepentingan (stakeholder) untuk mempercepat perbalkan/penyempurnaan
kebijakan dan/atau kelembagaan untuk mewu;udkan pelayanan publik yang
‘bersih dan bebas dari korupsi. AR o
Beherapa pemerlntah daerah balk provlnsl maupun kabupaten/kota
=memang telah menjabarkan RAN ' dan RAD-PK sesuai dengan Hngkup
kewenangan mas:ng-masnng Penjabaran tersebut dalam bentuk Peraturan 4
'Gubemur, Peraturan Bupatn dan Peraturan Walikota, |

Untuk Tahun 2009 beberapa daerah telah dlfasmtasi Bappenas dalam
_ rangka | penyusunan RAD PK salah satunya adalah Provmsl Sulawesl
" Tengah. ' o T ' ‘
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Ii. MAKSUD DAN TUJUAN

_ Adapun maksud dan tUJuan RAD-PK ini adalah
L Pencegahan Tndak Prdana Korup5t dl Prov:ns; Sulawem Tengah
Penmgkatan Pelayanan Publik. o S

R ¢ £ RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PK)
' PROVINSI SULAWESI TENGAH 2010-2012 ' :

RAD-PK merupakan Iangkah Iangkah dan upaya—upaya “tindak Ian]ut

yang “akan dllakukan oleh mstitus:/!ernbaga Pemerintah Daerah unt:uk -

melakukan perbarkan/ penyempurnaan pelayanan pubhk yang bebas‘ Lo B
| 'korupsl Penanganan korupsi sebaga: suatu permasa!ahan sistemik R

memeriukan - pendekatan penanganan secara sistematas, yaltu me!aluz'_._ o

"langkah—Iangkah pencegahan dan penmdakan Untuk memast:lcan_ .

'.dllaksanakannya langkah langkah. bazk pencegahan maupun penindakan _

serta memberlkan hasﬂ ‘yang kongknt kepada masyarakat sebagal upaya_ '
B untuk mengembahkan c:tra dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum |
. dan penyelenggara negara, maka pemenntah daerah benmsraS! elakukan -
- eliminasi terhddap korupSf dengan penekanan pada sisi pencegahan Dalam
konteks - berp;knr sepem it ‘maka harus dipahami  bahwa transparansrn
pelaksanaan program dan kegsatan pembangunan di daerah merupakan
baglan yang tidak terplsahkan daii agenda besar RAD PK

A Rencana P_em;egahan Korup_s: S

o Langkah pencegahan dalam RAD P}( Prowns; Sulawesi Tengah Tahun '
o 201{)—2012 dumpiementas:kan melatui berbaga: Iangkah dan upaya. antara
" Iam perbalkan dan penyempurnaan mstrumen kerangka aturan kebuakan, )

. ;keiembagaan, prosedur, sumber: daya manusia, serta ‘pelibatan’ masyarakat :
untuk mendeteksi maupun mencegah _tenadi_nya tmdak pidana korupsi
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Pencegahan dilakukan pada bidang- b'idang pémbangunan yang
strategls dan rentan terhadap ter_;ac!mya penyimpangan baxk ‘dalam bentuk
' 'ko!us;, korup5| dan nepotlsme Pencegahan korupSI perlu dllakukan secara '
'_ sistem;k dan komorehens:f multi- b:dang, namun tetap dengan urutan.

prioritas karena terbatasnya kemampuan pemenntah dan masyarakat |

Berdasarkan hal tersebut cl| atas maka RAD PK Provmsn Suiawesu
VTengah dlpnorstaskan pada _ N ' _
B Pendadlkan, dengan fokus pada transparansr pehge_l'ol_aan Biaya
4 Operasmnai Sekolah (BOS), dan L " S
2. Kesehatan dengan fokus pada transparansn Iayanan Jaminan Kesehatan B
Masya rakat (JAMKESMAS) ' L '

Fokus ini dadasarkan pada pertfmbangan

1_.' Pendldlkan dan Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan
'_ - amanat konstitusi serta peraturan perundang-undangan

2. Implementasn pembangunan Pendxdskan dan Kesehatan yang tidak -
| koruptif dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manus:a (IPM)
Sulawesn Tengah yang saat il masih berada dr permgkat 22 secara
nas;onal ' s : :
3 Pendichkan dan Kesehatan memmkz daya ungklt yang besar terhadap '
. keberhaslian pembangunan ‘ |

' B. Pelaksanaan RAD-PK |

1. Pendidikan - o _ ,
Peringkatan kualitas - dan’ kuantitas - layanan penchd]kan khususnya

- transparansi pengelo!aan BOS akan dllakukan mela!uu keglatan terfokus'
sebagai berikut: ' '
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Kegiatan

Kelyaran

Sosialisasi - | Terlaksana
pengelcla | -nya
andana | sostallsasi
BOS dana BOS
ketingkat

sekolah -

dan -

masyaraka

¢ .

' Indikator . |
keluaran -

. Bupati/Wali

1. kota kepada
- “Sekolah -
menyangkut

- kepada-arang
. tua murid

‘danaBos"_'

- dana BOS

. Indikator
- Hasit 4 il

Pelaksa

na

Adanya Surat
Edaran '
Gubernur .
menyangkut-
spsialisasi
dana BOS
bagi ‘

Kota,

Adanya _
Surat Edaran
Bupati/wali. -

kewaijtban .
sosialisasi -

menyangkut |
mekanisme
dan ‘

pengelofaan

Adanva
sosialisasi
menyangkut
mekanisme
dan ,
pengelolzan -

dari Sekolah
bagi crang
tua murid

Iden layanan | . -

Masyarakat |
menyangkut

-1 transparans | t/ orang

Menlngkatn : Proéen'tase
va . masyaraka

dan ; tua murid

akuntabilita | yang

s mendapat

pengelolaan : kan

Dana BOS : Informasl

| mengenial
i dana BOS.

Dinas
Pendidik
~afl
Provinsi/
Kabupat
enf Kota

Teknis

Pergurua |
1 Tinggi,
Komite
Sekolah
dan
Dewan
Pendidika
it .

dana BOS, . ;
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Indikator

Pelaksa | Mitra

melalui kegiatan terfokus sebagai berikut;

| . . i 1 . )

! Kegiatan | Keluaran r IR'L?LF;Z‘:: . , - Hasil Hasil na i Pelaksa
! . ‘ ! - g ~Teknis - na
t Peningkat | Terlaksana | Jumlah sekolah - Meningkatn | Menurunn | Bappeda - |
[ an -nya | yang mengikuti -ya - ya hasil | o

i kapasitas | Pelatihan | dan lulus ‘ transparans |temuan J‘

i di tingkat | peningkata ; dalam i “dan | audit K
i sekolah | n . | pelatihan " akuntabliita )

mengenal | Kapasitas | mekanismme - Is T

mekanism | ditingkat. | dan sistem 1 pengelolaan

e dan sekolah pengelolaan | Dana BOS

sistem menvangk - § dana BOS L

pengelola | ut :

an Dana - | melkanism ;

BOS e dan i i

- sistem P ’

; pengelolaa |

: ndana -

: BOS : i

2. Kesehatan . _ _
Peningkatan kualitas dan  kuantitas layanan - Kesehatan khususnya
transparanst

layanan Jaminan Kesehatan Mmasyarakat akan dilakukan
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T Indikator | Indikator |Pelaksana :ira
; Kegiatan | Keluaran ‘ Keluaran Hasil hasil ' Teknis SPeia:san
Sosialisas | Terlaksanany | - Adanya Meningkatn | Persentase | Dinas } Bappeda
“inak-hak | asosialisasi | Standard | ya. . | pasien Kesehata |, _
pelayana : hak-hak- Pelayanan | pengetahua | miskin yang | n Provinsi | Perguru
B pelayanan Minimal n mendapatk | dan : an tinggi
. kesehata | kesehatan bagi masyarakat | an Rumah | dan LSM
it bagi bagi © masyaraka | miskin | informasi Sakit =~}
- masyarak ! masyarakat - b miskin menyangku | mengenai | Daerah [
rriskin | yang thak - standard o




at miskin "1 dibuat dan | mereka .| pefayanan 1 Provinsi
S o iodic T lterhadap | minimal o '

! ~ i sebarkan | pelayanan ;Jamk_esmas

i ' ’ melalui . !Jamkesmas I

| media ; |

' publikasi - i S

: i i J ,

C. Pengendalian, Manitdring,_Evaluasi dan Pelaporan RAD-PK

. Pencegahan tindak pidana korupsi.yang dilakukan sefama ini terkesan

~ belum efektif, optimal dan bahkan berjalan . lamban. Lembaga yang

 bertugas untuk menangani pemberantasan tlndak pldana korupsa tldak_
berfungsj - secara efektif dan eﬁ5|en Kondlsi -semacam  Ini senng
memmbulkan kekecewaan masyarakat yang dlapre5135|kan melali
berbagai kritik dalam mass media, . forum semmar/lokakarya, bahkan

" berbagai unjuk rasa dan elemen masyarakat Apablla kond15| tersebut |

dibiarkan terus akan berdampak kepada sltuaS| dan kondisi yang semakln
tidak menentu. Oleh karena - itu dlbutuhkan mekanisme pengendallan,
monitorlng, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif dan terukur.

1. Pengendaltan ‘ .
Pengendalfan terhadap pelaksanaan se!uruh proses dan kegla’can
RAD-PK bertUJuan untuk: ' S

i« Menjaga setiap proses dalarn kegtatan selalu sesuai dengan aturan. -

dan prinsip transparansi. _ .
= Mengendafikan pelaksanaan keglatan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan,

. = Mengendalikan pemanfaatan keglatan agar sesuai dengan yang

direncanakan dan dikelola secara transparan .
» Menjaga kualitas dari setlap kegiatan .yang dllaksanakan agar
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan g
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Tom Mengendallkan agar- setrap pelaku RAD PK dapat menjalankan
tugas dan tanggung Jawabnya ‘secara balk sesuai dengan
fungsmya masing-masing. - e

2. Monitoring

Monitoring atau pemantauan adalah kegratan pengumpulan informasi
_yang dilakukan secara teratur untuk memastikan apakah suatu
kegiatan sudah d|laksanakan sesual dengan rencana. ,

Pelaksanaan - momtonng RAD- PK terdiri dari momtormg secara
internal dan eksternal. Monitormg secara mternal adalah monitoring
yang dilakukan oleh p:hak yang terlibat secara Iangsung daiam
kegiatan RAD- PK Momtonng internal dilakukan baik oieh pengelola _
keglatan pada bldang pendidikan . dan kesehatan maupun t:m RAD-PK
- yang ditetapkan secara kKhusus me[afu; SK Gubernur Sulawe5f Tengah.
Sementara rnom_tormg _eksternal adaiah r_non:tor:_ng yang d:iakukan_.
‘secara mandiri, oleh orga‘niéés‘;i"atau' pihak lain yang tidak terkait .

‘Iangsung dengan keg;atan RAD- PK Momtonng eksternal bens: .

kumpulan data dan informasi tentang kegiatan RAD-PK yang berasal
dari pthak luar. RAD-PK Provinsi Sulawesi Tengah berusaha urttuk
memasukan kegiatan monitoring eksternal dengan tujuan untuk
dapat- merath. berbagai sudut pandang mengenai pelaksanaan'
kegiatan RAD-PK. .Ihformas: dari momtormg eksternal dapat diuji-
silang - dengan hasil laporan dari monitoring internal RAD-PK,
Pemantauan eksternal ini dapat dilakukan oleh LSM, wartawan, dan’

lainnya.

3 Pelaporan .
Pelaporan merupakan proses penyampalan data dan mforrﬁ_asi_
“mengenail  perkembangan atau kemajuan setlap tahapan dari
pelaksanaan, kendala dan. permaéaiahan' 'ya‘hg_ terjadl  selama
pelaksanaan serta penerapan dan pencapaian sasarari RAD-PK.
Mekanisme pelaporan dalam. pelaksanaan RAD-PK dilakukan secara
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5erjenjang dan teratur/periodlk.’_ Tata tara pelaporan dapét_ difihat
pada Bagan Mekanisme Pelaporan RAD~PK sebagai'berikut :

 BAGAN MEKANISME PELAPORAN RAD - PK

[ rruswen |
m B

"l m _ o

m| A _»__ GUBERNUR |

a| 8 E

By 0

| & [T e e e » [ -

B RV gupaty . | |, APARAT ‘L
] ! I

Slg | wauora [ | PENGAWASAN

B A | [ INSTANSI

i | T_-- 1 TERKAIT

——————— > Pelaporan
————% " Penanganan

I : Laporan Hasil Penanganan

4. Evaluasi

Evaluasi terhadab pelaksanaah RAD-PK dilakukan minimal satu kali
dalam satu tahun. Dalam melakukan ‘evaluasi dltakukan tangkah«

iangkah ldentn”' ikasi tu;uan evaluas;, lingkup evalua5|, penyusunan -
.dgenda analts;s, sei'i:a penentuan tingkat, pencapatan baku/normal

(benchmarking).
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. PENUTUP .
1. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan proses: dan waktu tidak
singkat, sumberdaya yang memadai serta partisipasi _seluruh.
komponen bangsa. Untuk fu semua rencana tlndak dalam RAD-PK _
Provinsi Suiawes; Tengah 2010-2012, pelaksanaan pemantauan dan'_

evaiuasmya perlu melibatkan semua plhak termasuk pahak eksekutlf' L

legislatif, . yudikatif,  swasta, pers, partai  politik, orgamsasr
'kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

2. Mengmgat pemberantasan Korup51 mempunya: pola yang berubah-;

ubah - sesuai konteks waktu dan tempat terjadznya, maka issu - -
prmrttas dan keglatan vang . tercantum dalam RAD PK Provmsr. '
Sulawesi - Tengah 2010-2012 akan d:sesuaakan dengan kondssu-_' -

kebutuhan dan priorltas daerah. Untuk .SKPD terkart d:harapkan'rr
membuat ad?on plar atau. Rencana- Tindak Instans: agar dapat :
segera dnmplementas;kan _ o ' L

-3. Bagi SKPD tmgkat Provinsi yang tugas pokok dan fungsmya belum- .
mpnjadi fokus RAD-PK Provinsi Suiawecl Tengah 2016-2012 ini, agar '
dapat melakukan persrapan penyusunan RAD-PK sesual dengan issu
prioritas kegiatan di. hngkungan SKPD masing- masing yang rentan
terhadap kemungklnan penya[ahgunaan wewenang '

‘4; Kabupaten/l(ota di vamsi daharapkan dapat menyusun RAD-PK
dengan issu yang disesuaikan kebutuhan_ daerah masnng _masmg._

" GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

'B. PALIUDIU
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